
I

BUPATI NATUNA

PROVINSI I(EPULIIUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 47 TAHUN 2Ot7

TENTANG

TAMBAIIAN PENGTIASILAIT BERDASARI{AIT BEBAIT I(ER.'A

DI LIITGKI'NGAN BADAN KEPEIGAItrAIAIT, PENDIDIKAIT DAN PELATII{AN

I(ABUPATEIT ITATUITA

DENGAN RAIIMAT TT'HAIT YANG MAIIA ESA

Menimbang : a.

BI'PATI IYATUNA,

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, dan

kesejahteraan Pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian,

Pendidikandan Pelatihan Kabupaten Natuna dengan

berpedoman pada ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20lt
perlu diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban

Kerja bagi Pegawai Negeri sipil di lingkungan Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten

Natuna.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja di

Lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Natuna.

b.



Mengingat 1.

-2-

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 111, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a237);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang

Pembentukan Peraturan Perrrndang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, dan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a1:'

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol4 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 549a\

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrrbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

567eI;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Talrun 2016 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6057);

2.

3.

4.

5.

6.

7.



8. Peraturan Pemerintah Nomor 1l Tahun 2Ol7 tentang

Manajernen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OLT Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037l,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2AI1

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2OL6 Nomor

6).

Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Ke{a

Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan

Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten

Natuna Tahun 2016 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG TAMBAHAN

PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PEI.ATIHAN

KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.

9.

10.

11.

Menetapkan :



4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,

diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara

tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki

jabatan pemerintahan.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang

selanjutnya disingkat BKPP adalah Perangkat Daerah yang

berwenang menangani urusan kepegawaian dan sumber

daya aparatur.

Jabatan Manajerial adalah kelompok jabatan yang

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenerng dan hak

dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi dari

perangkat daerah.

Jabatan Pelaksana adalah kelompok jabatan yang

melakukan kegiatan tata usaha, cara membuat sesuatu

atau melakukan sesuatu dengan cara dan metode tertentu,

proses kerja yang ditandai dengan mengoperasikan sesuatu

peralatan/ mesin dan membantu atau melayani dalam

bentuk jasa, guna memenuhi kebutuhan internal maupun

ekternal organisasi.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional

yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan

tertentu.

Tambahan Penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk

uang di luar g4ii dan tunjangan yang diberikan oleh

Pemerintah Daerah kepada PNS yang ditetapkan oleh

Bupati dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan

daerah.

BAB II

KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan atas beban

kerja dengan mempertimbangkan tanggungiawab,

5.

6.

7.

8.

9.

(1)



t:
I

kompleksitas tugas, unsur pengetahuan dan unsur resiko

dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di Lingkungan

BKPP.

Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal

ini terdiri dari Jabatan Manajerial, Jabatan Pelaksana dan

Jabatan Fungsional di lingkungan BKPP.

Jabatan Manajerial diklasffikasikan berdasarkan

tanggungiawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan

dan unsur resiko dalam pelaksanaan tugas-tugas

kedinasan sesuai dengan eselonering jabatan PNS di

lingkungan BKPP, meliputi:

a. Eselon II.b untuk Jabatan Kepala BKPP;

b. Eselon III.a untuk Jabatan Sekretaris BKPP;

c. Eselon III.b untuk jabatan Kepala Bidang; dan

d. Eselon IV.a untuk jabatan Kepala Sub Bidang dan

Kepala Sub Bagian.

Jabatan Fungsional diklasifikasikan berdasarkan

tanggungiawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan

dan unsur resiko dalam pelaksanaan tugas-tugas

kedinasan sesuai dengan tingkatan jabatan fungsional PNS,

meliputi:

a. Jabatan Fungsional Ahli Madya;

b. Jabatan Fungsional Ahli Muda;

c. Jabatan Fungsional Ahli Pertama; dan

d. Jabatan Fungsional Terampil.

Jabatan Pelaksana diklasifikasikan berdasarkan tanggung

jawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan dan unsur

resiko dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan sesuai

dengan golongan PNS, meliputi:

a. Pelaksana Golongan IV;

b. Pelaksana Golongan III;

c. Pelaksana Golongan II; dan

d. Pelaksana Golongan I.

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

nnrroonulNA$l
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BAB III

PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN

BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 3

Penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan beban

Kerja didapat dengan menggunakan penghitungan:

TP=NJxIHxFP

Tambahan Penghasilan = nilai jabatan berdasarkan faktor

jabatan x (dikali) indeks harga jabatan x (dikali) faktor

penyeimbang.

Nilai jabatan dihitung berdasarkan jumlah dari faktor-

faktor jabatan untuk Jabatan Manajerial, Jabatan

Fungsional dan jabatan pelaksana.

Perhitungan nilai jabatan untuk Jabatan Manajerial,

jabatan fungsional dan jabatan pelaksana tercantum pada

lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan

bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Indeks harga jabatan dihitung dari UMK Daerah Tahun

2Ol7 sebesar Rp. 2.429.5OO dibagi faktor pembagi 215

sehingga ditetapkan sebesar Rp. 11.300 (sebelas ribu tiga

ratus rupiah).

(5) Faktor penyeimbang ditetapkan dengan

pagumempertimbangkan efisiensi atau optimalisasi

anggaran belanja Pemerintah Daerah.

(6) Besaran Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja

terdapat pada lampiran IV yang merupakan bagran tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) PNS yang bekerja pada BKPP yang mendapat tugas

tambahan atau diperbantukan pada instansi lain tidak

diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja

sampai dengan dikeluarkan surat pernyataan dari Kepala

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang

menyatakan Pegawai Negeri Sipil tersebut telah aktif

kembali bekerja di BKPP.

(21

(3)

(4)



(21 PNS yang bekerja pada BKPP yang melaksanakan tugas

belajar tidak diberikan Tambahan Penghasilan

Berdasarkan Beban Kerja.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

(1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

(21 Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan pada setiap bulan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di
pada

IIA}IID RjTZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 29 lkto}acr ?ot(

SEKR TARIS DAERAH
I(ABUPATEN NATIIIITA,

ATEII nATUNA TATTUN 2017 NOMOR 47
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LAMPIRAN IV PERATUdAN BUPATI NATUNA

19.[11. : ,47 TAUuv aq
TANGGAL : 2E OK4dOAV A.(

BESARAIT TAUBAHAIY PTITGIIASILAIT BEru'ASARKAIU BIBAil IITR.'A
DI LITGKI'TGAT EADAIT I(F;PEGAWAIAII, PEtrTDII'INAil DAIT PET,ATIHAX

f,o I|ATA T'AIATAIT NEAI
.IABATAT

IITDS{S HANGA
.TABATAil lIHl

rtr(aoR
PETYEIilBfiTG

(r"l

TAUIAIIAXT
PEITGIIASIIAT

IRPI

A. JABATAITUAI{&'TRIAL

I Kepala Badan 3,150 11,300 35o/o 12,458,25O

Sekretaris 2,285 11,300 35o/o 9,O37,L75

3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1,365 11,300 35o/o 5,398,575

4
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan

1,365 11,3OO 35o/o 5,399,575

5
Kepala Bidang Pengadaa:r, Mutasi dan
Informasi Kepeeawaian

1,915 11,300 35Yo 7,573,825

6
Kepala Sub Bidarg Perrgadaan Pegaurai

1,295 11,300 35o/o 5,t21,725

7
Kepala Sub Bidang Mutasi dan Pensiun t,295 11,300 35o/o 5,tzL,725

8
Kepala Sub Bidang Informasi dan
Administrasi Kepesawaian

r,295 11,300 35o/o 5,L21,725

9
Kepala Bidang Diklat, Pengembalrgan dan
Pembinaan Pesawai

1,915 11,3OO 35o/o 7,573,825

10 Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan t,295 11,3OO 35o/" 5,12L,725

[1
Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier
Pegarrrai

1,295 11,3OO 35o/o 5,L21,725

t2 Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegarrai 1,295 11,300 35o/o 5,t2L,725

B. JABATAITFUI{GSIOI{AL

13 Ahli Madya 2,03O 11,3O0 3sYo g,02g,650

t4 Atrli Muda 1,730 11,300 35o/" 6,842,150

15 Ahli Pertama 1,130 11,300 35o/o 4,469,tSO

16 Ierampil l,oo5 11,3OO 35o/" 3,974,775

C. .,ABATAI| PEI.AKSANA

L7 Jabatan Pelaksana Goloagar IV 1,015 11,300 35o/o 4,014,325

18 Jabatan Pelaksana Goloagan III 865 l1,3OO 35o/o 3,421,075

19 Jabatan Pelaksana Golongan II 715 11,30O 35o/o 2,927,925

20 Jabatan Pelaksana Golongan I 515 L 1,3OO 35% 2,036,825

ITATT'ITA

,tfi!"EiEh!


